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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan di antaranya sebagai berikut : 

1. Disparitas pidana dalam perkara penganiayaan belum merepresentatifkan nilai 

dasar hukum secara optimal. Perbedaan pidana dalam putusan hakim umumnya 

telah mengandung nilai keadilan sebab pidana yang dijatuhkan cenderung 

proporsional dalam arti sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang didakwakan, 

tetapi kurang mencerminkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, sebab 

pidana yang dijatuhkan oleh hakim belum dapat menjadi kompensasi bagi 

penderitaan korban dan rasa malu kaluarganya. 

2. Tidak semua kasus yang sama memiliki porsi vonis yang sama pula, karena 

dalam hal ini pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mencapai uniformitas 

mutlak, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, aturan batas 

maksimal dan minimal pemidanaan dan bertentangan pula dengan rasa keadilan 

dan keyakinan hakim. Dalam keadaan ini, untuk dapat menempuh jalan tengah 

bahwa yang menjadi hal pokok bukanlah untuk memberikan pidana yang sama, 

tetapi untuk berusaha dengan menggunakan kata-kata almarhum Robert 

Kennedy “Bukan menjadikan pidana sama, tetapi menjadikan falsafah 

pemidanaan serasi”. 
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3. Dalam putusan nomor : 12/Pid.B/2016/PN.GTO terdakwa atas nama Mohamad 

Fikar Paramata dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan, sedangkan untuk 

studi kasus penelitian selanjutnya dengan putusan nomor perkara: 

13/Pid.B/2016/PN.GTO terdakwa atas nama Mohamad Aswan hanya dijatuhi 

hukuman penjara selama 1 bulan 15 hari dan hakim yang mengadili dalam 2 

perkara ini merupakan mejelis hakim yang berbeda, berdasarkan teori 

Harkristuti Harkrisnowo yang membagi disparitas dalam 4 kategori yaitu; 

disparitas antara tindak pidana yang sama, disparitas anatara tindak pidana yang 

mempunyai tingkat keseriusan yang sama, disparitas pidana yang di jatuhkan 

oleh satu majelis hakim, disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis 

hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama, maka dengan jelas kasus 

diatas termasuk salah satu kasus yang terindikasi disparitas. 

Kemudian, dalam memutus perkara majelis hakim mempunyai banyak 

pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang 

didakwakan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan diperkuat 

dengan adanya keyakinan hakim, sehingga dinyatakan bersalah, meskipun dua 

perkara ini memuat jenis perkara yang sama, yaitu perkara penganiayaan dan 

yang mengadili adalah majelis hakim yang berbeda, maka jelaslah yang 

menjadi pertimbangan ataupun pandangan para hakim akan berbeda pula.  

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan putusan hakim dalam 

memutus perkara atau yang disebut dengan disparitas adalah karena adanya 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang 
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mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan 

kemanfaatan yang datangnya dari dalam diri, dan berkaitan dengan sumber 

daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yang termasuk dalam faktor internal 

hakim yaitu; faktor pengangkatan hakim, faktor pendidikan hakim, faktor 

penguasaan terhadap ilmu hukum, faktor moral hakim, faktor kesejahteraan 

hakim.  

Sedangkan yang faktor ekseternalnya adalah faktor yang mempengaruhi hakim 

dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang 

datangnya dari luar diri hakim itu sendiri, yang ternasuk faktor eksternal yaitu; 

faktor kemandirian kekauasaan kehakiman, faktor pembentukan undang-

undang, faktor peradilan yang berlaku, faktor partisipasi masyarakat, dan 

terakhir adalah faktor sistem pengawasan hakim. 

5.2 Saran  

 Dari kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal yaitu: 

1. Agar disparitas pidana dapat merepresentatifkan nilai keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum, sebaiknya dalam perumusan peraturan terkait dengan hal tersebut 

diadakan pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam 

memberikan pertimbangan untuk memutus perkara pidana. Pedoman yang 

dimaksud, hendaknya diatur dalam rancangan KUHP dan KUHAP baru, atau 

regulasi dalam bentuk lain yang menetapkan rambu-rambu bagi penjatuhan pidana 

oleh hakim dan khususnya terhadap kasus penganiayaan di atas. 
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2. Sebagaimana yang telah termuat dalam pembahasan di atas bahwa putusan Majelis 

Hakim harus mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seyogyagnya 

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dimaskud tidak menimbulkan multi 

tafasir, karena apabila suatu putusan telah dijatuhkan maka putusan tersebut telah 

bersifat publik yang nantinya akan mempengaruhi perasaan dan nalar pikir dari 

masyarakat umum sebagai konsumen dari putusan yang dimaksud. 

3. Majelis Hakim dalam memutus perkara sebaiknya selalu teliti dan penuh 

pertimbangan juga sebaiknya punya pemikiran pembanding sebagai cermin dalam 

mengambil suatu putusan karena masyarakat akan menilai bagaimana putusan itu, 

hal ini akan menjunjung tinggi keadilan yang akan tercermin nanti dari para penegak 

hukum. 

4. Sebelum Majelis Hakim memutus perkara, sebaiknya hal-hal yang meringankan 

terdakwa dikesampingkan terlebih dahulu, sehingga hal tersebut tidak akan menjadi 

pertimbangan hakim yang paling utama dalam memutus perkara sehingga sanksi 

yang diberikan benar-benar dapat memberikan efek jera. 

5. Sebagai aparat penegak hukum hendaknya membuat suatu program atau sekedar 

sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat luas mengenai disparitas, agar 

masyarakat paham bahwa disparitas adalah hal yang wajar jika dilandasi dengan 

pertimbangan serta alasan yang jelas. 

6. Sebagai aparat penegak hukum juga hendaknya memberikan vonis yang seberat-

beratnya atau setidaknya membedakan penjatuhan pidana penganiayaan terhadap 

perempuan. 
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7. Hakim dalam menjatuhkan pidana bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap 

perbuatannya tetapi lebih dari itu sebagai sarana untuk memberikan efek jera yang 

bernilai edukatif pada pelaku tindak pidana, sehingga dalam masa penghukuman 

atau setelahnya pelaku tindak pidana telah menjadi lebih baik dari sebelumnya. 
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